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	Abstract: ONANCE UKAGO. The Role of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in Regional Financial Management to Improve the Quality of Public Services in Deiyai Regency. Master of Management Study Program, Human Resource Management Concentration.

This study aims to identify and analyze the role of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in regional financial management and control, the mechanism of regional financial distribution, and the role of financial management and distribution in improving the quality of public services in Deiyai Regency.
This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of eight purposively selected individuals, namely the Head of BPKAD, the Secretary of BPKAD, the Head of the Asset Division, a BPKAD Subdivision Head, BPKAD staff, an Expenditure Treasurer, the Head of West Tigi District, and a member of the general public. Data analysis used an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source triangulation, method triangulation, and data confirmation.
The findings indicate that BPKAD of Deiyai Regency plays a strategic role in regional financial management through planning and budgeting, regional cash management, administration, supervision, reporting, and financial accountability functions. The regional financial distribution mechanism has generally been implemented according to established procedures through stages of submission, verification, approval, and budget disbursement. However, several challenges remain, including administrative delays, incomplete documentation, limited human resources, and suboptimal coordination among regional government agencies. The study also found that regional financial management and distribution are closely related to the quality of public services. Effective financial management supports the provision of service facilities, improves service accuracy, accelerates government responsiveness, and strengthens transparency and accountability in public services.
The study concludes that the effectiveness of BPKAD’s role in regional financial management significantly determines the improvement of public service quality in Deiyai Regency. Therefore, strengthening human resource capacity, optimizing financial information systems, improving inter-agency coordination, and enhancing transparency and accountability in regional financial management are necessary.
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Abstrak: 
ONANCE UKAGO. Peran BPKAD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Deiyai. Program Studi Magister Manajemen, Konsentrasi Manajemen SDM.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah, mekanisme distribusi keuangan daerah, serta peran pengelolaan dan distribusi keuangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Deiyai.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas delapan orang yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala BPKAD, Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang Aset, Kasubid BPKAD, Staf BPKAD, Bendahara Pengeluaran, Kepala Distrik Tigi Barat, dan masyarakat umum. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan konfirmasi data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Deiyai memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah melalui fungsi perencanaan dan penganggaran, pengelolaan kas daerah, penatausahaan, pengawasan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Mekanisme distribusi keuangan daerah pada prinsipnya telah berjalan sesuai prosedur melalui tahapan pengajuan, verifikasi, persetujuan, dan pencairan anggaran. Namun demikian, masih ditemukan beberapa hambatan berupa keterlambatan administrasi, kelengkapan dokumen, keterbatasan sumber daya manusia, serta koordinasi antar perangkat daerah yang belum optimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengelolaan dan distribusi keuangan daerah memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan keuangan yang efektif mampu mendukung penyediaan sarana pelayanan, meningkatkan ketepatan pelayanan, mempercepat respons pemerintah, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran BPKAD dalam pengelolaan keuangan daerah sangat menentukan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Deiyai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem informasi keuangan, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: BPKAD, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Publik, APBD, Kabupaten Deiyai.
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri dalam kerangka otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memperkuat tata kelola fiskal daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sekaligus mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Lebih lanjut, pengelolaan keuangan daerah secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi pedoman utama dalam seluruh siklus pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memberikan standar operasional prosedur bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi, tertib, dan sesuai prinsip good governance.
Selain itu, dalam konteks pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi landasan penting yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang erat antara tata kelola keuangan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik, di mana pengelolaan anggaran yang efektif akan berdampak langsung terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, BPKAD berperan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, mulai dari perumusan kebijakan teknis anggaran, pengelolaan kas daerah, pelaksanaan penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
Kabupaten Deiyai sebagai salah satu daerah otonom menghadapi tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berbagai permasalahan yang sering muncul antara lain ketidakefisienan distribusi anggaran, keterbatasan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi anggaran, serta kurangnya koordinasi antara BPKAD dan perangkat daerah (SKPD) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Kondisi tersebut dapat berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program, ketidaktepatan sasaran belanja, serta rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Peran BPKAD dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup fungsi-fungsi strategis, antara lain perumusan kebijakan keuangan daerah, penyusunan dan penelaahan rancangan APBD serta perubahan APBD, pengelolaan kas daerah dan perbendaharaan, pengawasan pelaksanaan anggaran, serta penyusunan laporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel. Melalui fungsi tersebut, BPKAD menjadi penghubung utama antara proses perencanaan pembangunan dan ketersediaan anggaran, sehingga efektivitas kinerjanya sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
Kualitas pelayanan publik sendiri dapat diukur melalui lima dimensi SERVQUAL, yaitu tangible (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Apabila pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, maka ketersediaan anggaran untuk sarana dan prasarana pelayanan (tangible), konsistensi layanan (reliability), kecepatan respons pelayanan (responsiveness), rasa aman dan kepastian layanan (assurance), serta perhatian terhadap kebutuhan masyarakat (empathy) dapat lebih terjamin.
Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara regulasi normatif dan implementasi di lapangan. Tantangan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah yang belum optimal, konsistensi pelaporan keuangan, serta budaya transparansi yang masih perlu diperkuat menjadi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Deiyai. Oleh karena itu, implementasi berbagai regulasi tersebut menjadi sangat penting untuk dikaji dalam rangka menilai sejauh mana peran BPKAD dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Deiyai.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1.	Bagaimana peran BPKAD Kabupaten Deiyai dalam pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah?
2.	Bagaimana mekanisme distribusi keuangan daerah yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Deiyai?
3.	Bagaimana peran pengelolaan dan distribusi keuangan oleh BPKAD Kabupaten Deiyai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1.	Untuk menganalisis peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deiyai dalam pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah.
2.	Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme distribusi keuangan daerah yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Deiyai.
3.	Untuk menganalisis peran pengelolaan dan distribusi keuangan oleh BPKAD Kabupaten Deiyai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
1.	Memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan teori tata kelola keuangan publik, khususnya terkait peran lembaga pengelola keuangan daerah dalam mendukung kualitas pelayanan publik.
2.	Memperkaya literatur mengenai peran BPKAD atau lembaga sejenis dalam pengendalian dan distribusi keuangan daerah.
3.	Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, dan dimensi kualitas pelayanan (tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy).
1.4.2 Manfaat Praktis
1.	Memberikan masukan kepada BPKAD Kabupaten Deiyai dalam meningkatkan efektivitas pengendalian dan distribusi keuangan melalui perbaikan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan koordinasi dengan perangkat daerah.
2.	Membantu Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya keuangan agar lebih tepat sasaran, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan publik.
3.	Mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, antara lain melalui penyajian laporan keuangan yang lebih informatif dan dapat diakses publik.
4.	Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai peran BPKAD dalam siklus pengelolaan keuangan daerah dan kontribusinya terhadap kualitas pelayanan publik.
1.5 Batasan Penelitian
Untuk menjaga fokus kajian dan kedalaman analisis, penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:
1.	Penelitian difokuskan pada peran BPKAD Kabupaten Deiyai dalam fungsi pengendalian dan distribusi keuangan daerah, tidak membahas secara rinci pengelolaan aset fisik meskipun menjadi bagian tugas BPKAD. 
2.	Periode penelitian mencakup data dan informasi pada rentang tahun 2021–2025, yang dianggap mewakili kondisi terkini pengelolaan keuangan daerah dan dinamika pelayanan publik.
3.	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada BPKAD Kabupaten Deiyai, sehingga temuan lebih bersifat mendalam namun tidak dimaksudkan untuk generalisasi luas.
4.	Analisis difokuskan pada aspek-aspek: (a) pengendalian keuangan daerah (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan), (b) mekanisme distribusi anggaran ke SKPD, dan (c) keterkaitan keduanya dengan kualitas pelayanan publik berdasarkan dimensi kualitas layanan yang relevan.
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deiyai. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses pengendalian dan distribusi keuangan daerah, konteks kelembagaan, serta dinamika yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji secara intensif suatu unit analisis yang spesifik, yaitu BPKAD Kabupaten Deiyai, sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran, tantangan, dan implikasi pengelolaan keuangan terhadap pelayanan publik. 
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian
Penelitian dilaksanakan di BPKAD Kabupaten Deiyai sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Objek penelitian adalah proses dan praktik pengendalian serta distribusi keuangan daerah yang dilakukan BPKAD, serta keterkaitannya dengan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh pendanaan APBD. 
3.3 Subjek dan Informan Penelitian
Subjek penelitian adalah aparatur BPKAD dan pihak-pihak terkait yang memiliki informasi relevan tentang pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, antara lain:
1.	Kepala BPKAD.
2.	Kepala bidang/subbidang yang menangani perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan.
3.	Staf pelaksana yang terlibat langsung dalam pengendalian dan distribusi anggaran.
4.	Perwakilan perangkat daerah (SKPD/OPD) penerima anggaran.
5.	Perwakilan masyarakat atau pengguna layanan publik yang merasakan dampak pengelolaan keuangan.
Jumlah informan 8 orang.
3.4 Jenis dan Sumber Data
1.	Data Primer
	Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci mengenai peran BPKAD, mekanisme pengendalian dan distribusi keuangan, praktik transparansi dan akuntabilitas, serta persepsi terhadap dampaknya pada kualitas pelayanan publik.
	Diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas di BPKAD, seperti proses penganggaran, penatausahaan, dan interaksi dengan SKPD.
2.	Data Sekunder
	Dokumen internal BPKAD (struktur organisasi, uraian tugas, SOP, laporan realisasi anggaran, laporan keuangan, dokumen APBD, laporan kinerja, dsb.).
	Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik.
	Penelitian terdahulu, jurnal, dan literatur yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah, good governance, dan kualitas pelayanan publik.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Peran BPKAD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Deiyai”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Peran BPKAD dalam Pengelolaan dan Pengendalian Keuangan Daerah
BPKAD Kabupaten Deiyai memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah. Peran tersebut dilaksanakan melalui fungsi perencanaan dan penganggaran, pengelolaan kas daerah, penatausahaan keuangan, pengawasan pelaksanaan anggaran, serta penyusunan laporan keuangan daerah. BPKAD berfungsi sebagai koordinator pengelolaan APBD yang menghubungkan kebutuhan pembangunan daerah dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku melalui proses administrasi, verifikasi, serta pengawasan penggunaan anggaran. Selain itu, penerapan sistem administrasi dan pelaporan keuangan telah membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, optimalisasi sistem informasi, serta kebutuhan penguatan koordinasi antar perangkat daerah.
2. Mekanisme Distribusi Keuangan Daerah oleh BPKAD
Mekanisme distribusi keuangan daerah yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Deiyai pada prinsipnya telah berjalan melalui tahapan pengajuan dokumen, verifikasi administrasi, persetujuan, dan pencairan anggaran sesuai prosedur yang berlaku. Sistem distribusi tersebut bertujuan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan distribusi anggaran masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterlambatan penyampaian dokumen oleh OPD, kelengkapan administrasi yang belum optimal, serta koordinasi antarinstansi yang masih perlu ditingkatkan. Hambatan tersebut berpengaruh terhadap ketepatan waktu pencairan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
3. Peran Pengelolaan dan Distribusi Keuangan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Pengelolaan dan distribusi keuangan daerah memiliki hubungan yang sangat erat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Deiyai. Pengelolaan keuangan yang efektif mendukung penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, meningkatkan konsistensi pelayanan, mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan kepastian terhadap pelaksanaan program pelayanan publik.
Berdasarkan dimensi SERVQUAL, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Deiyai telah menunjukkan pelaksanaan yang cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek fasilitas pelayanan, ketepatan waktu pelaksanaan program, serta pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan keuangan daerah oleh BPKAD menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelayanan publik yang lebih berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi BPKAD Kabupaten Deiyai
BPKAD perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kompetensi teknis aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah agar proses administrasi, pengawasan, dan pelaporan menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Peningkatan Koordinasi Antar-OPD
Pemerintah Kabupaten Deiyai perlu memperkuat koordinasi antara BPKAD dan perangkat daerah dalam proses perencanaan, pengajuan, serta pencairan anggaran agar hambatan administrasi dan keterlambatan distribusi anggaran dapat diminimalkan.
3. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas
BPKAD diharapkan terus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui penyediaan informasi anggaran yang mudah diakses serta pelaporan yang terbuka dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pemerintah daerah perlu mengarahkan pengelolaan anggaran secara lebih fokus pada kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
5. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada peran BPKAD dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik di Kabupaten Deiyai. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan fokus yang lebih luas, misalnya efektivitas implementasi sistem keuangan daerah, evaluasi kebijakan fiskal daerah, atau analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
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This study aims to identify and analyze the role of the Regional Financial and 


Asset Management Agency (BPKAD) in regional financial management and 


control, the mechanism of regional financial distribution, a


nd the role of 


financial management and distribution in improving the quality of public 


services in Deiyai Regency.


 


This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data 


were collected through observation, interviews, and documentat


ion. The 


research informants consisted of eight purposively selected individuals, namely 


the Head of BPKAD, the Secretary of BPKAD, the Head of the Asset Division, a 


BPKAD Subdivision Head, BPKAD staff, an Expenditure Treasurer, the Head of 


West Tigi Distr


ict, and a member of the general public. Data analysis used an 


interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion 


drawing, while data validity was ensured through source triangulation, method 


triangulation, and data confirmation.


 


The findings indicate that BPKAD of Deiyai Regency plays a strategic role in 


regional financial management through planning and budgeting, regional cash 


management, administration, supervision, reporting, and financial 


accountability functions. The regiona


l financial distribution mechanism has 


generally been implemented according to established procedures through 


stages of submission, verification, approval, and budget disbursement. However, 


several challenges remain, including administrative delays, incomp


lete 


documentation, limited human resources, and suboptimal coordination among 


regional government agencies. The study also found that regional financial 


management and distribution are closely related to the quality of public 


services. Effective financial


 


management supports the provision of service 
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